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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah
satu sumber penerimaan daerah;

bahwa tarif retribusi Rumah Potong Hewan yang felah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang Nomor 7 Tahun
1998 sudah tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang, untuk itu guna
meningkatkan pembangunan disektor petemakan peru dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1999
Nomor 20);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839):
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran Negara Tahun
1380 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

peraturan Pamerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat
Veleriner (Lembaran Negara Tahun 13983 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3253);

Peraturan IPemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
36, Tambakan Lembaran Negara Nomor 3258); '

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuargan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
MNormor 202, Tambahan Leinbaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraluran Perundangan-undangan dan Benluk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepulusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 fentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001

tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN .

. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH

POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kotz Padang.

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
J. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi lugas lertentu dibidang Relribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Orang pribadi adalah orang perorangan yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan

hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau mocal modal yang merupgkar] kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang fidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Bacdlan Usaha Milik Negara alag Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, fima, kongsi, koperasi, dana pensiun, perseku_lue[n,
perkumpulan, yayasan organisasi massa, orgarisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi alas jasa yang cisediakan nlehl Fgmerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor
swasla.

Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khulsus yang
memenuhi peisyeratan teknis dan hygiene lertenlu serfa digunakan sebagai tempat
pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.

Higiene adalah tindakan usaha-usaha untuk menjaga kebersihan tubuh, tempat dan alat-alat
demi kepentingan kesehatan dan pencegahan penularan.

Pelayuan Daging adalah proses yang dilakukan setelah selesai pemotongan hewan temak,
dimana daging diictirahatkan dengan cara menggantungkan diruang pelayuan selama 8
(delapan) jam.

Retribusi Rumah Polong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi yang
dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan
Temak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan temak sebelum dan sesudah dipotong, yang
dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

Wajib Retribus: adalah oreng pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-
undangan Retrbusi diwajibken untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu ter'enlu yany merupakan batas waktu bagi wajib
Retribusi uniux memanfaatkan fasilitas rumah pemotongar. hewan lernak.

Surat Setoran Retribusi Daserah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Waijib
Retribusi untuk rnelakukan pembayaran alau penyetoran Retiibusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat nembayaran lain yang diletapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah sural Ketetapan retribusi
yang menenlukan besamya pokok Relribusi.

Surat Ketetagen Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapal disingkat SKRDLB, adalah surat
ketstapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah
kredit Retribusi lehih besar deripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Relribusi Daerah, yang dapat disingkal STRD, adalan surat untuk melakukan
tagihan Retribus: dan/atau sanksi administrasi nerupa denda.

Pemeriksaan adalali serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan
Retribusi Daerzh.

Penyidikan tincak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serla mengumpulkan Dukli yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
Retribusi Daereh yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik E‘ggawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.



BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUEJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan, penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan lemak, lermasuk pemeriksaan kesehatan
hewan temak sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah
Daerah.

Pasal 3

Cbjek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
Pemakaian kandang.

Pemeriksaan kesehatan hewar: temal. sebelum dan sesudah dipotong.

Pemakaian tempat pemotongan.

Pemakaian tempa! pelayuan daging.

Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.

L

Pasal 4

Subjek Retribusi Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah
Potong Hewan.

BAB Il
GOIL.ONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Rumah Pelong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

;’jngkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang
ipotong.

BAB v
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIEUSI
Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan atas lujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang.



BAB VI
SRUKTUF. DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan jenis pelayanan, jnis dan jumlah temak yang
dipotong.

(2) Besamya Tanf Retiibusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN JENIS TERNAK TARIF
Pemeriksaan I-{e;ehalan Ternak sebelum | Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 10.000 -fekor
dan sesudah diootong Babi Rp. 11.000,-/ekor

Kambing/Domba Rp. 2.000,-fekor
Femagian Kan?!é?:g SapifKerbau/Kuda Rp. 2.500,-fekor
Babi 1 Rp. 2.500,-/ekor
1 _ B Kambing/Domba Rp. 1.000,-/ekor
Pemakaian Tempat Pemotongan SapilKerbau/Kuda Rp. 17.500,-/ekor
Babi Rp. 21.000,-/ekor
e B Himbtngf[}nmba Rp. 4.500 -fekar
Pemakaian tempat Pelayuan Daging SapilKerbau/Kuda “_Rp, 2.500,-/ekor
Babi Rp. 2.500,-/ekor
. N Se— Kambing/Domba | Rp. 1.000,-fekor
| Angkutan ‘ [ Rp.  10,-km/kg |
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang tenulang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemotongan hewan temak
dilaksanakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemungutan relnbust tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut der.gan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.,




4]

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) set:ap bulan gari retribusi yang ferutang
alau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 12

(1) Waijib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD alau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara fertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waklu paling lama 2 (dua) hulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waklu itu lidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.

Paszl 13

(1) Kepala Dacrah dalam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan sejah langgal Sural Keberatan
diterima harus memberi kepulusan alas keberatan yang diajukan.

(2) Kepulusan Kepala Daerah alas keberalan dapal berupa menerima seluruhnya alau sehagian,
menolak, atau menambah besamya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat aan Kepala Daerah lidak
memberikan sualu keputusar. keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Alas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka wakiu paling lama 6 {enam} bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retrbusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memberikan
keputusan.

(3) fq}abita jangka waktu sebagaimana cimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah
tu:.iak memberikan sualu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (salu) bulan.



i i ibusi ' ibusi lai i bayaran retribusi

Aoabila Waiib Retribusi mempunyai hutang refribusi lainnya, kelebihan pemb _

) sgbagaimanja dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
hutang retribus lersebut. .

(5) Pengembalian kelebifian pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

i i ibusi dilak.ui i kiu 2 (duaj bulan,
6] Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakusan setelah lewal jangka wa
i Kgpala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan cembayaran kelebihan retribusi.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembe-basan retribusi.

{2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat diberikan kepada
wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Pembebasan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi
dengan memperhatikan fungsi cbjek retribusi.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaiuarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat teshutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetangguh apabila :
a. Diterbitkan surat tegurar, atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000, -
(Empat Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.



BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk
melakukan penyidikan atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud pasal 17.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah anar kelerangan atau laporan tersebut
menijadi lebih lengkap dan jelas;

b meneliti, mencar dan menguinpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Daerah;

meminta kelerargan dan bahan bukli dan orang pribadi alau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

o

d. memernksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokuren lain berkenaan dengan
lindak picanz dibidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut -

f. meminta hantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idenfitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud padz huruf e

h. memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah:

. memanggil crang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

J.  menghentikan penyidikan:

k. melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,

(3) PPNS sebmaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai tengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

If'adarrg Nomor 7 Tahun 1398 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.



________

annya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daemh
Pasal 20

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan
a dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

_ Dltetapkan di Padang
"+ .pada tanggal 9 September 2002

>

ibtaa Muda Nlp 010044715

EMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 53
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